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KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN 

DAN PERTANAHAN, 

 

Menimbang 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mengingat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
: 

a. 
 
 
 
 
 
b. 
 
 
 
 
c. 
 
 
 
 
 
1. 
 
 
 
2. 
 
 
 
 
3. 
 
 
 
 
4. 
 
 
 
 

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan 
Menteri Negera Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang 
Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di 
Lingkungan Instansi Pemerintah, instansi pemerintah wajib 
menetapkan Indikator Kinerja Utama; 
bahwa dalam rangka menindaklanjuti revisi Rencana Strategis 
Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Permukiman 
dan Pertanahan Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016-
2021 sehingga dapat tercapai sasaran yang diinginkan perlu 
ditetapkan Indikator Kinerja Utama; 
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan 
Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan 
Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Padang Pariaman 
Tahun 2016-2021. 
 
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan 
Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi 
Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1956 Nomor 25); 
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 1999, 
tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 177 dan 
Tambahan Lembaran  Negara Republik Indonesia Nomor 
3898); 
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999, 
tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari 
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 dan Tambahan Lembaran  
Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2002 
tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera 
Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 25  dan 
Tambahan Lembaran  Negara Republik Indonesia Nomor 
3699); 
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Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004  tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 
4421); 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244,  Tambahan  Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4438); 
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007, 
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 
Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 33); 
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011, 
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82); 
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 
1980, tentang  Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah 
Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2080 Nomor 3164); 
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006, tentang 
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25); 
Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana 
Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 174, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4403); 
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, 
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah 
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4737); 
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 
2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian 
dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4817); 
Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2014 tentang Rencana 
Kerja Pemerintah Tahun 2015 sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2015 tentang 
Perubahan atas  Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2014 
tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015; 
Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2014-2019; 
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang 
Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di 
Lingkungan Instansi Pemerintah; 
Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara 
dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang 
Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan 
Akuntabilitas Instansi Pemerintah; 
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Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, 
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, 
tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 13 Tahun 2006, tentang Pedoman Pengelolaan 
Keuangan Daerah; 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 
tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 
2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian 
dan Evaluasi  Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 
Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 
2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 
Provinsi  Sumatera Barat Tahun 2005-2025; 
Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 2 
Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 
Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2005-2025; 
Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 8 
Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016-
2021; 
Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 10 
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 
Daerah; 
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan 
dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, tambahan 
lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059); 

   
MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN, 
KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN TENTANG REVISI 
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI DINAS 

LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN 
DAN PERTANAHAN KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 
2016-2021 

KESATU : 

 

Indikator Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, 

Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Padang 

Pariaman dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran 

yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan 

dari keputusan ini; 

KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran 

peraturan ini, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan 

Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Permukiman dan 

Pertanahan Kabupaten Padang Pariaman untuk menetapkan 

rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan laporan 

akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja 

sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Dinas Lingkungan 

Hidup, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan 

Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016-2021; 

KETIGA 

 

 

: 

 

: 

Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada dictum 

KESATU, disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Utama 

Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman dan di tetapkan dalam 

bentuk Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, 

Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Padang 

Pariaman 



KEEMPAT  Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan 

apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini 

maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana 

mestinya. 

. 

 
Ditetapkan  di Pariaman 

pada tanggal 20  Maret 2018 
 

 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LAMPIRAN I 
KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP, 

PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN 
PERTANAHAN KABUPATEN PADANG PARIAMAN 
NOMOR  005 /DLHPKPP/2018………………..      

TENTANG REVISI PENETAPAN INDIKATOR KINERJA 
UTAMA 

TAHUN 2016-2021 
 

REVISI INDIKATOR KINERJA UTAMA  

DI LINGKUNGAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN 

KABUPATEN PADANG PARIAMAN 

No. Sasaran 
Strategis 

Indikator 
Kinerja 

Formulasi Penanggungjawab 

1. Meningkatnya 

kualitas 
lingkungan 
hidup 

Indeks kualitas 

air 

Indeks Kualitas Air adalah kondisi kualitas air yang 

diukur dan atau diuji berdasarkan parameter-
parameter tertentu dan metode tertentu 

berdasarkan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku. 

Nilai relatif =
𝐶𝑖

𝐿𝑖𝑗
 

Rumus metode IP: 

IP√
 (𝐶𝑖 𝐿𝑖𝑗⁄ )

2

𝑅𝑎𝑡𝑎−𝑟𝑎𝑡𝑎
+ (𝐶𝑖 𝐿𝑖𝑗⁄ )

2

𝑀𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑢𝑚
 

2
 

0<PIj<1,0 = baik (memenuhi baku mutu 

1,0<PIj<5,0 = cemar ringan 

5,0<PIj< 10,0 = cemar sedang 

PIj>10,0 = cemar berat 

Dinas Lingkungan Hidup, 

Perumahan, Kawasan 
Permukiman dan Pertanahan 

  Indeks kualitas Indeks kualitas Udara adalah gambaran atau Dinas Lingkungan Hidup, 



udara indikasi awal yang memberikan kesimpulan tentang 
kondisi kualitas udara pada kurun waktu tertentu 

IKU = 100 (50/0,9 x (Ieu-0,1)) 

Perumahan, Kawasan 
Permukiman dan Pertanahan 

  Persentase 
penurunan 
pelanggaran 

hukum 
lingkungan 

nilai penurunan pelanggaran hukum

nilai pelanggaran hukum sebelum penurunan
 x100% Dinas Lingkungan Hidup, 

Perumahan, Kawasan 
Permukiman dan Pertanahan 

2. Meningkatnya   

rumah layak huni 

Rasio rumah 

layak huni 

Jumlah rumah layak huni 

Jumlah penduduk 

Dinas Lingkungan Hidup, 

Perumahan, Kawasan 
Permukiman dan Pertanahan 

3. Meningkatnya 
penataan tanah 
sebagai aset 
pemda 

luas tanah yang 

menjadi aset 
pemda 

Total luas tanah yang menjadi aset pemda Dinas Lingkungan Hidup, 

Perumahan, Kawasan 
Permukiman dan Pertanahan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


